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ABSTRAK
merupakan satu dari sekian banyak perkembangan 

tekhnologi di bidang kesehatan namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan 
tekhnologi ini juga diiringi dengan meningkatnya penyimpangan kejahatan 
pelanggaran dibidang ekonomi yaitu perkembangan alat bantu seks yang beredar 

melalui jalur penjualan ilegal.
Penegakan hukum mengandung arti suatu proses yang dilakukan oleh aparat 

penegak hukum didalam mengfungsionalisasikan ketentuan-ketentuan yang ada 
didalamnya demi terciptanya tujuan hukum yang diharapkan Bagaimanakah 
pengaturan hukum di Indonesia terhadap penjual alat bantu seks ilegal dan 
bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penjual akat bantu seks selama ini 
yang diterapkan oleh aparat kepolisian ■

Dalam Penulisan skripsi ini digunakan metode penelitan yuridis normatif 
untuk permasalahan pertama yaitu penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan 
data sekunder sementara untuk permasalahan kedua digunakan metode yuridis 
empirik dengan melakukan penelitian lapangan di Kepolisian Daerah Sumatera 
Selatan

Alat bantu seks

dan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH P) tidak mengatur secara tepat 
mengenai penjualan alat bantu seks ilegal, Peredaran alat bantu seks ilegal ini 
diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sanksi pidana pokok yang dijatuhkan kepada Penjual alat bantu seks ilegal 
selama ini yang diterapkan oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan adalah 
pidana penjara dan selama kurun waktu 3 tahun hanya didapat 10 orang tersangka, 
Untuk itu peran dan kerjasama internal aparat penegak hukum harus ditingkatkan 
dan pembenahan sistem pengawasan pada area masuknya barang harus semakin 
diperketat guna meminimalisir peredaran alat bantu seks ilegal yang dapat 
membahayakan masyarakat
Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Penjual alat bantu seks ilegal

xi
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m®BAB I - i*

h* . .
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuntutan perkembangan zaman yang modem saat ini telah membawa 

masyarakat pada suatu tatanan hidup yang serba cepat dan praktis. Kemajuan 

ilmu pengetahuan merupakan penentu bagi suatu peradaban yang modem. 

Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

tentu saja membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran bagi 

rakyatnya. Namun tidak dapat dipungkiri kemajuan di bidang teknologi dan 

ilmu pengetahuan diringi dengan meningkatnya penyimpangan dan kejahatan

di bidang ekonomi dan sosial. Ini dapat dilihat di negara maju ataupun di 

negara yang sedang berkembang, jenis penyimpangan dan kejahatan semakin 

banyak ragamnya.

Semakin tinggi peradaban suatu bangsa maka semakin maju pula ilmu 

pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Apabila kemajuan ilmu 

pengetahuan tidak dapat diimbangi, maka berpengaruh pada akses yang 

negatif. Munculnya tindak pidana baru pada bidang ilmu pengetahuan yang 

berkembang tersebut dapat menimbulkan gangguan ketenteraman, ketenangan 

dan sering kali menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi 

masyarakat.
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Ilmu kesehatan adalah salah satu bidang ilmu yang mengalami 

perkembangan paling cepat saat ini. Begitu pula dengan perkembangan tindak 

pidana di bidang ilmu kesehatan. Adapun tindak pidana yang terjadi di bidang 

ilmu kesehatan antara lain: malpraktek, pemalsuan obat, mengedarkan obat 

dan alat kesehatan tanpa izin dan transplantasi organ manusia.1

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1988 Tentang

Pengaman sediaan farmasi dan alat kesehatan:

intrumen, aparatus, mesin, implat yang tidakAlat kesehatan adalah

mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa,

menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta

memulihkan kesehatan pada manusia dan untuk membentuk struktur dan

memperbaiki fungsi tubuh.

Sementara, alat bantu seks adalah alat kesehatan yang digunakan

untuk menyembuhkan para pasien yang memiliki penyakit atau masalah 

seksual, misalnya impotent pada pria dan figrid pada wanita.2

Dalam perkembangannya, alat bantu seks telah disalahgunakan oleh 

beberapa pihak. Alat bantu seks dapat diperjualbelikan dengan bebas di 

pasaran tanpa izin edar dan resep atau petunjuk dari dokter. Alat bantu seks

Titon Slamet Kumia, Hak Atas Drajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia 
Alumni. Bandung, 2007. hlm. 13

Heru sasongko, Alat kesehatan http://herusasongko.staff.mipa.uns.ac.id/2012/Q4/23/alat- 
kesehatan-volume-1/ (diakses tanggal 3 januari 2014)

http://heru
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ilegal ini distribusikan tanpa memenuhi persyaratan registrasi alat kesehatan. 

Adapun Pengertian registrasi alat kesehatan itu sendin yaitu:

“Suatu persyaratan admnistratif yang harus dipenuhi sebelum dilakukan uji 

klinis terhadap persediaan farmasi dan alat-alat kesehatan dalam proses 

produksi dan distribusi ”

Penjualan alat bantu seks ilegal atau yang tidak memiliki izin edar ini 

juga telah menyalahi aturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan, yaitu Pasal 196 dan Pasal 197. Ketentuan lainnya terdapat dalam

peraturan yang mengatur dan melindungi hak-hak masyarakat selaku

konsumen terhadap kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian produk

ilegal karena tidak adanya rasa aman, rasa nyaman dan keselamatan dalam

penggunaan produk tersebut yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Konsumen di Indonesia masih cenderung pasif meskipun sudah ada 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang 

mengatur tentang hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha serta 

memberikan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada 

konsumen.

CST.Kansil Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, Jakarta; Rineka Cipta, 1991, hlm. 174.
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Konsumen masih belum sepenuhnya menyadari hak-hak mereka, 

sedangkan pelaku usaha juga belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. 

Kondisi tersebut cenderung untuk mendorong lahirnya berbagai bentuk 

pelanggaran pelaku usaha terhadap hak konsumen namun pelaku usaha yang 

bersangkutan tidak memperoleh sanksi hukum yang mengikat. Oleh karena itu 

pemerintah selaku pihak yang berwenang untuk menegakkan hukum 

perlindungan konsumen harus bersifat proaktif dalam melindungi hak-hak 

konsumen di Indonesia. Terkait dengan sediaan alat kesehatan yaitu mengenai 

penjualan alat bantu seks ilegal yang akan dibahas oleh penulis, upaya 

pemerintah untuk melindungi konsumen adalah dengan menegakkan hukum 

pidana terhadap penjual alat bantu seks guna melindungi hak konsumen untuk 

keselamatan atas penggunaan suatu produk.

Alat bantu seks hanya bisa didapat melalui resep dokter dan petunjuk 

penggunaan langsung kepada pasien. Kepolisian sebagai pihak penyidik 

hendaknya harus bersikap tegas dalam menegakkan hukum pidana guna 

meminimalisir kerugian masyarakat akibat penggunaan alat bantu seks ilegal. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang menjadikan Polri sebagai penegak hukum, 

penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai pengayom, 

pelindung dan pelayan masyarakat. Lantas bagaimanakah pengaturan hukum
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dan penegakan hukum pidana terhadap penjual alat bantu seks ilegal oleh 

pihak kepolisian selama ini?

Dengan berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, maka dengan 

ini penulis merumuskan judul pembahasan dalam tulisan ini adalah:

“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Alat Bantu Seks 

Ilegal Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan”

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku

penjual alat bantu seks ilegal?

2. Bagaimanakah penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Daerah Sumatera

Selatan terhadap penjual alat bantu seks ilegal? Dan apa saja kendala yang

dihadapi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia terhadap penjual alat 

bantu seks ilegal.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap penjual 

alat bantu seks ilegal oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Di bidang keilmuan, tulisan ini memberikan sumbangan pengetahuan 

terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya pengaturan hukum 

positif Indonesia terhadap penjual alat bantu seks ilegal.

b. Untuk dapat mengetahui penegakan hukum pidana terhadap penjual alat 

bantu seks ilegal oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan pengetahuan mengenai perkembangan hukum positif di 

Indonesia terhadap penjual alat bantu seks ilegal.

b. Memberikan pengetahuan mengenai penegakan hukum pidana terhadap

peredaran alat bantu seks ilegal oleh Kepolisian Daerah Sumatera

Selatan.

E. Kerangka Teoritis

Adapun kerangka Teoritis yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini

yaitu:

1. Penegakan hukum Pidana

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan 

menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi 

hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan 

tersebut. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah 

proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitusuatu
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pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam 

peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. Secara konsepsional, inti 

dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan 

nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan 

mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap 

akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup. Bahwa keberhasilan penegakan hukum mungkin 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, 

sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor 

tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan dengan eratnya, dan merupakan 

esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor

.5tersebut adalah:

a. Hukum (undang-undang).

b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum.

c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

rasa yang

4 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru 
2009, Bandung, hlm. 24

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja 
Grafindo Persada, 1983, Jakarta, hlm. 5
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Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak 

hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas 

semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan 

perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh

tokoh Sosiological 

Jurisprudence, politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai 

salah satu usaha dalam menanggulangi kajahatan dalam penegakan hukum 

pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut 

terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap 

eksekusi yaitu:6

atau

Roscoe Pound (1870-1874), salah seorang

a. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto

oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk

undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai

dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, 

kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang- 

undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana 

yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. 

Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif, 

b. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap

hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari

_ . . . 6 M^ladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya 
Bakti. 1992, Bandung, hlm. 173

penerapan
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kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat 

penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang- 

undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang- 

undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus 

memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini 

dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif, 

c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana 

secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat 

pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah 

dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang 

telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan

tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan

pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatur)

dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu 

usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk 

mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai 

aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara 

pada pidana dan pemidanaan.
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2. Interpretasi Hukum/Penafsiran Hukum

Interpretasi atau penafsiran hukum digunakan karena apabila suatu 

peristiwa konkret tidak secara jelas dan tegas dianut dalam suatu peraturan 

perundang-undangan. Berbagai jenis interpretasi disiapkan dalam teori

n

hukum antara lain:

a) Interpretasi Subsumtif

Yaitu hakim menerapkan teks atau kata-kata suatu ketentuan undang- 

undang terhadap suatu kasus tanpa penalaran sama sekali dan hanya

menerapkan silogisme dari ketentuan tersebut.

b) Intrpretasi Gramatikal

Yaitu menafsirkan kata-kata yang ada di dalam undang-undang sesuai

dengan kaidah tata bahasa. Teks atau kata-kata dari suatu undang-

undang yang dicari maknanya.

c) Interpretasi Ektensif

Yaitu penafsiran yang lebih luas daripada penafsiran gramatikal, 

karena memperluas makna dan ketentuan umum sesuai dengan kaidah 

dan tata bahasanya. Di sini hakim dapat menafsirkan kaidah atau tata 

bahasa karena maksud dan tujuannya kurang jelas atau terlalu abstrak, 

d) Interpretasi Sistematis

Yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan 

sistem perundang-undangan.

7 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum., Ghalia Indonesia ,Bogor, 2004, hlm. 141
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e) Interpretasi Sosiologis atau Teologis

Yaitu menafsirkan makna atau substansi undang-undang untuk 

diselaraskan dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat.

f) Interpretasi Historis

Terbagi menjadi dua, yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang 

yang mencari maksud dari pembuat undang undang dan yang kedua 

yaitu penafsiran menurut sejarah hukum yang mencari makna yang 

terkandung dalam sejarah hukum.

g) Interpretasi Komparatif

Yaitu membandingkan antara berbagai sistem hukum yang ada di

dunia.

h) Interpretasi Reskritif

Yaitu interpretasi atau penafsiran yang membatasi ketentuan undang-

undang terhadap suatu peristiwa konkret.

i) Interpretasi Futuristis

Yaitu menjelaskan bahwa undang-undang yang berlaku sekarang (ius 

constitum) dengan berpedoman pada undang-undang yang akan 

diberlakukan (ius constituendum). 

j) Interpretasi Analogis

Yaitu memberi tafsiran pada suatu peraturan hukum yang memakai 

istilah atau kiasan.
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F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan dalam skripsi

ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif untuk menjawab

permasalahan pertama dan yuridis empiris untuk menjawab permasalahan

kedua. Penelitian yuridis normatif dinamakan juga dengan penelitian

hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.

Menurut Soerjono Soekamto sebagaimana dikemukakan oleh Burhan

8Ashofa, bentuk penelitian normatif (doktrinal) ini dapat berupa:

a) Inventaris hukum positif

b) Penemuan azas hukum

c) Penemuan hukum in concreto

d) Perbandingan hukum

e) Sejarah hukum

Soetandyo Wignosoebroto sebagaimana dikemukakan oleh Bambang

Sunggono, membagi penelitian hukum doktrinal sebagai berikut:9

Burhan Ashofa. Metode Penelitian Hukum. Rieneke Cipta, Jakarta, 199, hlm. 14
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a) Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif.

b) Penelitian yang berupa penemuaan azas-azas dan dasar-dasar falsafah

(dogma atau doktrinal) hukum positif.

c) Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak

diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.

Untuk permasalahan kedua digunakan metode penelitian yuridis

empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau

data-data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan

data primer atau data lapangan.10 Penggunaan metode yuridis empiris

dalam penulisan skripsi ini yaitu dari hasil penemuan dan pengumpulan

data serta informasi melalui studi lapangan di Kepolisian Daerah Sumatera

Selatan dengan mewawancara narasumber yang kompeten dan

berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

0
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm. 43 

10 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raia Grafmdo 
2004, Jakarta, hlm. 133
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2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Perpustakan Daerah kota Palembang, 

Perpustakaan Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya 

dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data kepustakaan dan teknik 

wawancara, sedangkan mengenai jenis data yaitu berupa data primer dan 

data sekunder. Data primer yaitu data yang diambil secara langsung dari

obyek penelitian, dengan menggunakan teknik wawancara. Sementara

data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji lireratur-

literatur atau dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini.

Dimana data tersebut terdiri dari:11

A. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau 

kaedah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional

c) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Soerjono Soekarno, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2006, hlm.52
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d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen

B. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan, meliputi:

a) Karya tulis

b) Buku-buku hukum

c) Hasil penelitian, seminar, penemuan ilmiah, dan makalah hukum

C. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Doktrin-doktrin hukum

b. Koran

c. internet

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

A. Studi Lapangan

Yaitu bertujuan untuk mendapatkan jawaban permasalahan dengan 

mengumpulkan data primer, yaitu dengan mengadakan penelitian 

mengenai penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan 

terhadap penjual alat bantu seks ilegal di kota Palembang
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B. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum

12sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan objek tulisan.

5. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan

pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan Perundang-undangan

digunakan karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang

menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian, sementara itu

pendekatan yuridis artinya untuk mendapatkan hal yang bersifat teoritis,

sedangkan pendekatan sosiologis ditujukan pada penerapan ketentuan

perundang-undangan dalam praktek.

6. Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan

Analisa bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah 

menggunakan metode analisa data secara kualitatif13 yaitu 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, apa yang dinyatakan

tata cara

12 Ibid,. hlm. 53
13 Op.cit., hlm. 250



17

oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan

perilaku nyata. Selanjutnya bahan hukum yang telah diperoleh, baik bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul diolah,

dikualifikasikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh

suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan yang sedang Penulis teliti.

Teknik pengambilan kesimpulan dalam skripsi ini adalah secara induktif.

Dengan metode ini pendapat-pendapat yang diperoleh dari suatu teori 

digeneralisasi sehingga dapat menjawab permasalahan.
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